GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

”

NOMOR Y TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Barat yang berakhir pada Tahun 2023,
diperlukan kepastian program pembangunan Tahun
2024 sampai dengan 2026 yang disusun dengan
Peraturan Gubernur;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu
disusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem = Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332)

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);
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Pasal 3
(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 9 (sembilan) Bab,
meliputi:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah;
¢. Bab Il Gambaran Keuangan Daerah;
d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e. Bab V Tujuan dan Sasaran,
f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah;
g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat

Daerah;
h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

1. Bab IX Penutup.
(2) Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

Pasal 4
(1) RPD digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-

2026.
(2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan RPD melalui

penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(3) Perangkat Daerah melaksanakan RPD melalui penyusunan Renstra
Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan
bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD.

(2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan
evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD bertujuan
untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
dan Perangkat Daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD dan Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap
tahun.

(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit pada:

a. capaian target tujuan dan sasaran RPD;

b. capaian target indikator kinerja daerah RPD;

c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan
sasaran; dan

d. efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian

indikator kinerja daerah.
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